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1. PENDAHULUAN

BPJS kesehatan melakukan pembayaran klaim kepada rumah sakit dengan metode
pembayaran prospektif melalui sistem casemix. Case based paymet (casemix) merupakan
sistem yang mengelompokkan diagnosis dan prosedur berdasarkan kondisi klinis dan
sumberdaya atau biaya perawatan yang memiliki kemiripan atau kesamaan menggunakan
software grouper yang saat ini dikenal dengan Indonesian Case Base Groups (INA-CBGS).
Dasar dari pengelompokkan kode INA-CBGs menggunakan sistem Kklasifikasi yang
berlaku secara internasional. Dasar klasifikasi kode diagnosis berdasarkan International
Statistical Classification Of Disease And Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-
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10) sedangkan dasar klasifikasi prosedur/tindakan medis berdasarkan The International
Classification of Diseases, Clinical Modification (ICD-9-CM) [2].

Kualitas kode diagnosis menjadi bagian penting di level manajemen rumah sakit.
Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya kualitas kode diagnosis adalah adanya potensi
menurunkan pendapatan rumah sakit hingga 32,6% dan berpotensi menurunkan
pendapatan rumah sakit sebesar 4,2% dibandingkan dengan klaim seharusnya [3].
Penelitian lain di Malaysia juga menunjukkan potensi kerugian yang dialami rumah sakit X
ketika coder salah menentukan kode diagnosis mencapai RM 654.303,91 (2,2 miliar
rupiah) per tahun [4]. Kurangnya kualitas kode juga berdampak pada pengembalian klaim
pasien BPJS [5-8], informasi pelaporan yang tidak akurat, resiko kesalahan pengambilan
keputusan [9], potensi fraud dan abuse [9], dan masalah ketidakakuratan penghitungan
statistik rumah sakit, laporan pelayanan kesehatan tidak berkualitas, kepentingan riset
Klinik dan pengembangan kebijakan kesehatan oleh pemerintah daerah akan terkendala,
serta permasalahan klaim asuransi [10].

Para peneliti dari berbagai negara telah mempelajari kualitas kode klinis. Penelitian
pada tahun 1970-an menemukan kesalahan substansial dalam pemberian kode data klinis
berkisar antara 20%-80%. Sedangkan penelitian pada 1980-an dilaporkan sedikit
meningkat dengan tingkat kesalahan rata-rata sekitar 20%, dan kebanyakan di bawah 50%.
Selanjutnya penelitian tahun 1990-an ditemukan dari 1.980 studi, tingkat kesalahan
berkisar 0-70% [11]. Pada beberapa negara seperti di Inggris, akurasi kode data klinis
berkisar antara 53-100% (rata-rata 97%), di Arab Saudi tingkat kesalahan pemberian kode
data klinis dilaporkan 30%, dan studi lain mengungkapkan tingkat akurasi berkisar 85-95%
[12]. Hasil penelitian di berbagai jurnal menunjukkan bahwa tingkat akurasi kode data
Klinis telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun demikian angka
keakurasian rata-rata masih berkisar antara 30-70% [13].

Pengkodean diagnosis yang akurat, complete dan konsisten akan menghasilkan data
yang berkualitas. Ketepatan dalam pemberian kode diagnosis merupakan hal penting yang
harus diperhatikan oleh tenaga perekam medis dan informasi kesehatan. Ketepatan kode
diagnosis sangat penting di bidang manajemen data klinis, penagihan kembali biaya,
beserta hal-hal lain yang berkaitan dengan asuhan dan pelayanan kesehatan [14]. Akan
tetapi, masih sering ditemukan ketidaktepatan kode diagnosis yang dihasilkan oleh clinical
coder. Audit pengkodean Klinis adalah proses pemeriksaan pendokumentasian rekam
medis untuk memastikan bahwa proses dan hasil pengkodean diagnosis dan tindakan yang
dihasilkan adalah akurat, presisi dan tepat waktu sesuai dengan aturan ketentuan kebijakan
dan perundang-undangan yang berlaku. Audit pengkodean klinis perlu dilakukan untuk
mereview dan menganalisis kesalahan yang ditemukan dan berusaha untuk menelusuri
sumbernya, membandingkan informasi yang dihasilkan oleh clinical coder dengan
informasi yang tertera di dalam rekam medis pasien, dan mengidentifikasi area praktik
pengkodean yang perlu peningkatan. Proses audit dapat dilakukan dengan meninjau empat
elemen kualitas pengkodean yaitu validity, reliability, completeness dan timeliness [14].

Beberapa negara juga telah mengembangkan instrumen audit Kklinis [15], begitu
juga di Indonesia tepatnya di RSUP Fatmawati [16]. Indikator audit koding klinis meliputi
reliability, completeness, timeliness, accuracy, relevancy dan legibility. Instrumen audit
coding klinis di RSUP Fatmawati perlu diujikan kembali pada lingkungan yang lebih luas
dengan menetapkan indeks agar jelas batasan (cut off) kualitas koding. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menguji instrument audit koding klinis yang telah dihasilkan
dari penelitian sebelumnya di lokasi yang lebih luas.

Saat ini beberapa rumah sakit mengalami pending klaim yang disebabkan hasil studi
pendahuluan di RS Mitra Paramedika terdapat pending klaim sebanyak 382 (12,6%) dari
3.024 pengajuan klaim. RS Nur hidayah Bantul juga mengalami pending klaim klaim
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sebanyak 169 (7,1%) dari 2.369 pengajuan klaim. RS PKU Muhammadiyah Bantul juga
mengalami pending klaim sebanyak 420 (19,6%) dari 2.140 pengajuan klaim. Dari klaim
pending tersebut disebabkan oleh aspek administrasi sebesar 35%, klinis 34% dan coding
31%. Salah satu aspek audit kode klinis adalah relevancy, yaitu kode diagnosa dan tindakan
yang dihasilkan harus sesuai dan dapat digunakan untuk statistik pelaporan dan
penggantian biaya [16]. Oleh karena itu diperlukan kegiatan audit kode klinis guna
menjamin mutu coding. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit kode Klinis pasien
rawat inap jaminan BPJS Kesehatan di RS Tipe C dan D wilayah DIY.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 tahun (2022-2023). Penelitian ini dilaksanakan
di 2 RS tipe D yaitu RS Nur Hidayah Bantul dan RS Mitra Paramedika serta 1 RS tipe C
yaitu RS PKU Muhammadiyah Bantul. Pendekatan penelitian dilakukan melalui
pendekatan dekriptif kuantitatif. Responden pada penelitian ini petugas rekam medis bagian
coding, pakar coding dari RS Tipe B dan pakar coding dari akademisi. Adapun jumlah
petugas coder di RS Nur Hidayah Bantul sebanyak 4 coder, RS Mitra paramedika sebanyak
4 orang, dan RS PKU Muhammadiyah Bantul sebanyak 7 orang. Guna memenuhi
kebutuhan 3 responden coder di masing-masing rumah sakit dan meminimalkan bias, maka
dilakukan pemilihan responden secara random menggunakan random number generation.

Populasi penelitian adalah rekam medis rawat inap pasien BPJS bulan Desember
tahun 2022 yang berjumlah 1.778. Perhitungan sampel menggunakan Slovin, dengan
margin error 10%. berikut besar sampel penelitian ini:

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No Nama RS Populasi Sampel (Margin error 10%)
1 RS Nur Hidayah 421 81
2 RS Muhammadiyah Bantul 820 90
3 RS Mitra Para Medika 537 84
Jumlah 1.778 255

Guna meminimalkan bias pada penelitian ini, pengambilan sampel rekam medis
pasien dilakukan secara random, menggunakan random number generation. Pengumpulan
data dilakukan secara primer dan sekunder. Pada pengumpulan data primer didapatkan
dengan cara melakukan analisis audit kode klinis diagnosis dan tindakan pada rekam medis
pasien. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari dari hasil studi dokumen terkait Kebijakan
dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku di RS tersebut. Analisis data dilakukan
secara analisis univariat. Data disajikan dalam bentuk persentase dan grafik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Reliability Kode Klinis

Pada penelitian ini aspek Reliability dinilai dari konsistensi kode diagnosa dan
tindakan yang dihasilkan oleh setiap clinical coder. Setiap diagnosis dan tindakan pada
satu rekam medis diberikan kode diagnosis dan tindakan oleh 3 orang clinical coder. Kode
Klinis dinyatakan tidak reliabel atau inkonsisten apabila terdapat perbedaan hasil
pengkodean antara ke-3 coder. Selanjutnya konsistensi hasil pengkodean klinis tersebut
divalidiasi oleh Pakar Coding. Berikut hasil realibility kode klinis:
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Tabel 2. Reliability Kode Klinis

No Nama RS Sampel Jumlah Persentase

1 RS Nur Hidayah 81 64 79,0%

2 RS PKU Muhammadiyah Bantul 90 71 78,9%

3 RS Mitra Para Medika 84 69 82,1%
Jumlah 255 204 80,0%

Berdasarkan tabel 2 dapat disampaikan bahwa aspek reliability tertinggi sebesar
82,1% di RS Mitra Paramedika, sedangkan reliability terendah terdapat sebesar 79,0% di
RS Nur Hidayah.

Realibility Kode Klinis

= Reliabel Tidak Reliabel

Gambar 1. Reliability Kode Klinis

Berdasarkan gambar 1 dapat disampaikan bahwa rata-rata konsistensi kode klinis
pasien rawat inap jaminan BPJS Kesehatan di RS Tipe C dan D wilayah DIY sebesar 80%.
Hal ini menunjukkan terdapat 20% inkonsistensi hasil pengkoden antara ke-3 coder di
rumah sakit tipe C dan D wilayah DIY. Reliability menekankan kebutuhan untuk
mengulang pengumpulan data, pemrosesan, penyimpanan, dan representasi data; hasil
yang konsisten bergantung pada konsistensi data masukan [15]. Reliability coding menjadi
bagian yang penting dalam meningkatkan kualitas kode yang tinggi [17].

Guna meningkatkan konsistensi kode klinis di rumah sakit diperlukan pengetahuan
yang sama antara ke-3 coder. engetahuan bagi pegawai hal yg sangat diperlukan agar tidak
terjadi kesalahan dalam pengkodean diagnosa sehingga terhambatnya klaim BPJS dalam
aplikasi INA CBG’s [18]. Hasil literatur riview menunjukkan pengetahuan coder yang
diperlukan terkait tata cara coding, ketepatan penentuan bab-blok kategori penyakit,
kesalahan pemilihan digit keempat, dan pemahaman akan istilah penyakit [19]. Hasil
penelitian sebelumnya menunjukkan pengetahuan yang sudah dimiliki coder yaitu
mengenai cara mengkode dengan ICD-10 dan kode tindakan menggunakan ICD-9-CM,
mengerti dan memahami istilah-istilah terminologi medis, mengerti dan memahami
konvensi tanda baca yang berada di ICD-10. Pengetahuan yang belum dimiliki adalah
pengetahuan mengenai pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan laboratorium, dan terapi
obat [18]. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pelatihan terkait kode klinis guna
meningkatkan pengetahuan coder.

Completeness Kode Klinis

Pada penelitian ini aspek kelengkapan dianalisis dari pemberian kode diagnosis
yang lengkap yaitu mencakup diagnosis primer, diagnosis sekunder (jika diperlukan) dan
tindakan (jika ada). Kelengkapan Klinis tersebut divalidiasi oleh Pakar Coding. Berikut
hasil kelengkapan kode klinis:
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Tabel 3. Kelengkapan Kode Klinis

No Nama RS Sampel Jumlah Persentase

1 RS Nur Hidayah 81 75 92,6%

2 RS PKU Muhammadiyah Bantul 90 77 85,6%

3 RS Mitra Para Medika 84 80 95,2%
Jumlah 255 232 91,0%

Berdasarkan tabel 3 dapat disampaikan bahwa kelengkapan kode klinis tertinggi
sebesar 95,2% di RS Mitra Paramedika sedangkan kelengkapan terendah sebesar 85,6% di
RS PKU Muhammadiyah Bantul. Contoh ketidaklengkapan kode diagnosis yang terjadi di
rumah sakit seperti kasus suspect tonsilitis hanya diberikan kode diagnosis utama suspect
saja tanpa kode diagnosis sekunder tonsilitis, kasus cedera dengan eksternal cause hanya
diberikan kode cedera saja tanpa kode eksternal cause, kasus persalinan hanya diberikan
kode metode persalinan saja tanpa oucome delivery, dan sebagainya. Contoh
ketidaklengkapan kode tindakan yang terjadi di rumah sakit seperti kasus pemeriksaan
darah tidak dikode hanya prosedur pembedahan utama saja.

Kelengkapan Kode Klinis

m Lengkap = Tidak Lengkap

Gambar 2. Kelengkapan Kode Klinis

Berdasarkan gambar 2 dapat disampaikan bahwa kelengkapan kode klinis pasien
rawat inap jaminan BPJS Kesehatan di RS Tipe C dan D wilayah DIY sebesar 91,0%. Hal
ini menunjukkan kode diagnosis ditulis lengkap baik mencakup kode diagnosis primer dan
diagnosis sekunder (jika diperlukan) serta kode tindakan (jika ada).

Berdasarkan hasil penelitian, 13% masih terdapat kode diagnosis dan tindakan
belum lengkap seperti tidak melengkapi kode morfologi pada BAB 1l ICD-10 dan kode
external cause pada BAB XIX ICD-10. Kode diagnosis dapat diidentifikasikan menjadi
kode yang lengkap dan tidak lengkap. Kode lengkap adalah penetapan kode penyakit yang
tepat, lengkap dan sesuai dengan ICD-10, sedangkan kode tidak lengkap adalah penetapan
kode penyakit yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ICD-10 [20]. Kelengkapan
dapat diartikan sebagai keberadaan semua data yang diperlukan dan setiap elemen data
wajib dalam kumpulan data harus dilengkapi, meskipun pemasukan data tertunda karena
misalnya keadaan darurat yang tidak terduga [15].

Timeliness Kode Klinis

Pada penelitian ini aspek kelengkapan dianalisis dari penetapan kode diagnosa
dilakukan oleh coder mengacu pada ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Kode
diagnosis menjadi bagian dari isi rekam medis. Standar kelengkapan waktu pengisian
rekam medis di RS Nur Hidayah Bantul selama 2x24 jam, RS Mitra Paramedika selama
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1x24 jam dan RS PKU Muhammadiyah Bantul selama 1x24 jam. Berikut hasil ketepatan
waktu kode klinis:

Tabel 4. Ketepatan Waktu Kode Klinis

No Nama RS Sampel Jumlah Persentase
1 RS Nur Hidayah 81 81 100,0%
2 RS PKU Muhammadiyah Bantul 90 90 100,0%
3 RS Mitra Para Medika 84 84 100,0%

Jumlah 255 255 100,0%

Berdasarkan tabel 4 dapat disampaikan bahwa ketepatan waktu pengisian kode
Klinis pasien rawat inap jaminan BPJS Kesehatan di RS Tipe C dan D wilayah DIY
mencapai 100%. Informasi terutama informasi klinis, harus didokumentasikan ketika suatu
peristiwa terjadi, pengobatannya dilakukan atau hasilnya dicatat. Menunda dokumentasi
dapat menyebabkan informasi dihilangkan dan kesalahan tercatat [21].

Accuracy Kode Klinis

Pada penelitian ini aspek accuracy dinilai dari kesesuaian diagnosis yang ditetapkan
olen dokter dan tindakan yang diberikan kepada pasien dengan kode diagnosis yang
ditetapkan oleh clinical coder sesuai dengan ICD-10 dan kode tindakan yang ditetapkan
oleh clinical coder sesuai dengan ICD 9 CM. Keakuratan kode klinis tersebut divalidiasi
oleh Pakar Coding.Berikut hasil accuracy kode klinis:

Tabel 5. Keakuratan Kode Klinis

No Nama RS Sampel Jumlah Persentase

1 RS Nur Hidayah 81 73 90,1%

2 RS PKU Muhammadiyah Bantul 90 85 94,4%

3 RS Mitra Para Medika 84 78 92,9%
Jumlah 255 236 92,5%

Berdasarkan tabel 5 dapat disampaikan bahwa keakuratan kode Klinis tertinggi
sebesar 94,4% di RS PKU Muhammadiyah Bantul sedangkan keakuratan terendah sebesar
90,1% di RS Nur Hidayah. Contoh ketidakakuratan kode diagnosis yang terjadi seperti
ketidakakuratan pemberian kode diagnosis mulai pada digit ke-2 yang menunjukkan
kelompok blok kode diagnosis dan pada sub kategori ke-4 yang menunjukkan spesifik
kode diagnosis ICD-10.

Acuccuracy Kode Klinis

Akurat Tidak Akurat

Gambar 4. Keakuratan Kode Klinis
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Berdasarkan gambar 4 dapat disampaikan bahwa kelakuratan kode Klinis pasien
rawat inap jaminan BPJS Kesehatan di RS Tipe C dan D wilayah DIY sebesar 92,5%.
Hasil penelitian di berbagai jurnal menunjukkan bahwa tingkat akurasi kode data klinis
telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun demikian angka keakurasian
rata-rata masih berkisar antara 30-70% [13]. Kualitas data terkode merupakan hal penting
bagi kalangan tenaga personel manajemen informasi kesehatan, fasilitas asuhan kesehatan,
dan para profesional manajemen informasi kesehatan. Ketepatan data diagnosis sangat
krusial di bidang manajemen data klinis, penagihan kembali biaya, beserta hal-hal yang
berkaitan dengan asuhan dan pelayanan kesehatan. Maka dari itu keakuratan kode
diagnosis sangat penting dalam manajemen informasi kesehatan dan informasinya sangat
berguna bagi para profesional manajemen informasi kesehatan [14].

Relevancy Kode Klinis

Pada penelitian ini aspek relevancy dinilai dari kode diagnosa dan tindakan yang
dihasilkan harus sesuai dan dapat digunakan untuk penggantian biaya BPJS Kesehatan.
Kode dinyatakan tidak relevan apabila hasil pengkodean tersebut menyebabkan pending
klaim. Berikut hasil relevancy kode klinis:

Tabel 6. Relevancy Kode Klinis

No Nama RS Sampel Jumlah Persentase

1 RS Nur Hidayah 81 77 95,1%

2 RS PKU Muhammadiyah Bantul 90 66 73,3%

3 RS Mitra Para Medika 84 80 95,2%
Jumlah 255 223 87,5%

Berdasarkan tabel 6 dapat disampaikan bahwa relevancy kode klinis tertinggi
sebesar 95,2% di RS Mitra paramedika dan sedangkan keakuratan terendah sebesar 73,3%
di PKU Muhammadiyah Bantul. Contoh kasus yang menyebabkan pending adalah petugas
coder telah menetapkan kode diagnosis utama menggunakan ICD-10 sesuai diagnosis
utama yang ditulis oleh dokter namun hasil pemeriksaan penunjang diagnosis belum ada.
Seharusnya penegakan diagnosis utama setelah hasil pemeriksaan penunjang medis keluar
dan coder melakukan konfirmasi kepada dokter apabila hasil pemeriksaan penunjang
medis pasien sudah keluar.

Relevancy Kode Klinis

Relevan Tidak Relevan

Gambar 5. Relevancy Kode Klinis
Berdasarkan gambar 4 dapat disampaikan bahwa kelakuratan kode klinis pasien
rawat inap jaminan BPJS Kesehatan di RS Tipe C dan D wilayah DIY sebesar 87,5%, hal
ini menunjukkan rata-rata kode klinis yang menyebabkan pending klaim sebesar 12,5%.
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BPJS kesehatan melakukan pembayaran klaim kepada rumah sakit dengan metode
pembayaran prospektif melalui sistem casemix. Case based paymet (casemix) merupakan
sistem yang mengelompokkan diagnosis dan prosedur berdasarkan kondisi klinis dan
sumberdaya atau biaya perawatan yang memiliki kemiripan atau kesamaan menggunakan
software grouper yang saat ini dikenal dengan Indonesian Case Base Groups (INA-CBGS).
Dasar dari pengelompokkan kode INA-CBGs menggunakan sistem klasifikasi yang
berlaku secara internasional. Dasar klasifikasi kode diagnosis berdasarkan International
Statistical Classification Of Disease And Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-
10) sedangkan dasar klasifikasi prosedur/tindakan medis berdasarkan The International
Classification of Diseases, Clinical Modification (ICD-9-CM) [22].

Legibility Kode Klinis

Pada penelitian ini aspek legibility dinilai dari diagnosa dan tindakan yang tertulis
dalam lembaran resume medis dan lembaran lain yang diperlukan seperti catatan
perkembangan pasien terintegrasi, patologi anatomi dan laporan operasi harus dapat dibaca
dan mudah dipahami. Kode Klinis dinyatakan tidak legible apabila penetapan kode klinis
tanpa didukung pemeriksaan penunjang. Aspek legibility merupakan bagian kritis, karena
dalam proses pemberian kode klinis perlu didukung dengan bukti penulisan diagnosis dan
tindakan yang menggambarkan pemberian pelayanan medis pasien. Berikut hasil legibility
kode klinis.

Tabel 7. Legibility Kode Klinis

No Nama RS Sampel Jumlah Persentase

1 RS Nur Hidayah 81 77 95,1%

2 RS PKU Muhammadiyah Bantul 90 66 73,3%

3 RS Mitra Para Medika 84 80 95,2%
Jumlah 255 223 87,5%

Berdasarkan tabel 7 dapat disampaikan bahwa relevancy kode klinis tertinggi
sebesar 95,2% di RS Mitra paramedika dan sedangkan keakuratan terendah sebesar 73,3%
di PKU Muhammadiyah Bantul. Contoh kasus kode klinis dinyatakan tidak legible adalah
kasus neoplasma tidak disertai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi (PA), kasus
thyoid fever tidak disertasi dengan tes widal, dan sebagainya.

Legibility Kode Klinis

Relevan Tidak Relevan

Gambar 6. Legibility Kode Klinis
Berdasarkan gambar 6 dapat disampaikan bahwa kelakuratan kode klinis pasien
rawat inap jaminan BPJS Kesehatan di RS Tipe C dan D wilayah DIY sebesar 87,5%.
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Hasil aspek legibility selaras dengan hasil relevancy. Hal ini menunjukkan konsep
penetapan kode klinis untuk kepentingan casemix harus didukung dengan kelengkapan
dokumentasi rekam medis pasien. Apabila kode Klinis sudah ditetapkan namun hasil
penemeriksaan penunjang medis belum ada maka kode tersebut dikatakan tidak legibel
dana kan bedampak pengajuan klaim tersebut akan terpending (tidak relevan). Legibility
menunjukkan semua data baik tertulis, transkripsi dan/atau cetak harus dapat dibaca untuk
mencerminkan representasi informasi klinis [15]. Oleh karena itu diperlukan ketrampilan
seorang coder sangat diperlukan dalam menetapkan kode klinis dengan memperhatikan isi
idokumentasi klinisdan pemeriksaan penunjang medis pada rekam medis.

4. KESIMPULAN

Audit koding klinis melibatkan 3 orang coder di masing-masing rumah sakit, pakar
coding dari praktisi senior dari RS Tipe B dan pakar dari akademisi. Dari ke enam aspek
audit kode klinis dapat disimpulkan hasil tertinggi terdapat pada aspek timeliness 100%,
acuracy 92,5% completeness 91,0%, relevancy dan legibility masing-masing sebesar
87,5%, sedangkan terendah pada aspek reliability sebesar 80,0%. Hasil aspek legibility
selaras dengan hasil relevancy. Hal ini menunjukkan konsep penetapan kode klinis untuk
kepentingan casemix harus didukung dengan kelengkapan dokumentasi rekam medis
pasien. Apabila kode Klinis sudah ditetapkan namun hasil penemeriksaan penunjang medis
belum ada maka kode tersebut dikatakan tidak legibel dan akan bedampak pengajuan klaim
tersebut akan terpending (tidak relevan). Rendahnya aspek reliability menunjukkan adanya
inkonsistensi penetapan kode klinis pada 3 coder di masing-masing RS tersebut. Hal ini
disebabkan karena pengetahuan coder yang tidak sama, sehingga diperlukan kegiatan
pelatihan terkait kode klinis guna meningkatkan menyamakan dan meningkatkan
pengetahuan coder.
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